SALINAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG
TATA CARA PELAPORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu ditetapkan
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaporan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);,

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 694);



Menetapkan

7.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAPORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Walikota adalah Walikota Surabaya.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 2

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang

membidangi pelayanan lelang negara wajib melaporkan
pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Kewenangan untuk menerima pelaporan pembuatan akta atau

risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala
Dinas.



Diundangkan di

Pasal 3

Dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah karena :

a. pemberian hak baru yang diberikan oleh Badan Pertanahan
Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, atau
Kantor Pertanahan Kota Surabaya; atau

b. hibah wasiat, yang merupakan objek pajak serta persyaratan
pemberian haknya tidak menggunakan Akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah/Notaris atau Risalah Lelang

maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya wajib

menyampaikan pemberitahuan paling lambat pada tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kepala Dinas.

Pasal 4
Bentuk laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan oleh Walikota bersama-sama

dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 5
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan

diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Juli 2012

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

TRI RISMAHARINI



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Juli 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

ttd.
HADISISWANTO ANWAR
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat |
NIP. 19730504 199602 2 001.




